
II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum

semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan

umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan

yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun

perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan,

hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan

masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu

mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt).

Menurut Romli Atmasasmita (1989 : 79), pertanggungjawaban atau liability diartikan

sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan

seseorang yang dirugikan. Sedangkan menurut Roeslan Saleh (1982 : 33),

berpendapat bahwa tanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang bersangkutan

secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.
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B. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Pengertian subjek hukum yang dalam istilah Belanda meliputi “Persoon” dan

“Rechtpersoon”. “Persoon” adalah manusia atau orang yang memiliki kewenangan

untuk bertindak dalam lapangan hukum, khususnya hukum perdata. “Rechtpersoon”

ialah badan hukum yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk dapat

bertindak sebagaimana orang yang masuk dalam golongan “persoon”. Di Indonesia,

badan hukum dapat berupa: Perum, Persero, Perseroan Terbatas, Yayasan dan

Koperasi, serta Maskapai Andil Indonesia yang telah dihapus sejak tanggal 7 Maret

1998. Di antara organisasi-organisasi tersebut, Perseroan Terbatas (PT) adalah yang

paling populer dan yang paling banyak digunakan sebagai alat oleh para pengusaha

untuk melakukan kegiatan di bidang ekonomi (Dwidja Priyatno, 2004 : 23).

Landasan hukum bagi berdirinya sebuah PT, sebelumnya diatur oleh UU No. 1 Tahun

1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum
yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya."

Suatu PT kemudian disebut Perseroan Terbuka apabila modal dan jumlah pemegang

sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan yang telah melakukan

penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar

modal. Menurut Pasal 2 Undang-undang UU PT, kegiatan yang dilakukan oleh
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perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

untuk menggantikan UU No. 1 Tahun 1995, dimana pada Pasal 1 angka 1 disebutkan:

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini
serta peraturan pelaksanaannya.”

Pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris "Corporation" yang

berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-undang

diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai

subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya. Istilah dalam kamus

Belanda untuk korporasi ialah “corpora’tie” yang berarti perhimpunan, perkumpulan

atau persatuan. Dalam Kamus World Book 1999, disebutkan bahwa korporasi adalah

sekelompok orang yang mendapat kewenangan untuk bertindak sebagai orang

pribadi. Selain itu, korporasi dapat pula diberi pengertian sebagai sekelompok orang

yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai individu dalam kaitan dengan

tujuan-tujuan bisnis.

Sasarannya adalah mencari keuntungan bagi pemegang saham dan perusahaan itu

sendiri, maka korporasi, baik itu dalam bentuk PT. Persero maupun Perseroan

Terbuka, selalu bersifat ekspansif dan penuh dinamika dalam mengikuti

perkembangan ekonomi yang demikian cepat. Salah satu ciri dari korporasi yang

demikian adalah selalu memerlukan investasi untuk menunjang ekspansi bisnis yang
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ditargetkan. Seringkali investasi ini berupa dana dari pemerintah yang diambilkan

dari kas negara, melalu Bank Indonesia, bank-bank pemerintah serta dari BUMN

yang lain.

Roeslan Saleh (dalam Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998 : 140) menyatakan

bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum, asas

kesalahan tidak mutlak berlaku. Di beberapa negara, untuk tindak pidana tertentu,

seperti tindak pidana lingkungan, dikenal doktrin yang mengecualikan syarat umum

adanya unsur kesalahan dalam tindak pidana. Doktrin tersebut dikenal dengan nama

Strict Liability dan Vicarious Liability.

Menurut Curzon (dalam Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998 : 141), adanya doktrin

strict liability didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1) adalah sangat esensiil untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting

tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.

2) Pembuktian akan adanya mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran–

pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat itu.

3) Tingginya tingkat “bahaya sosial” yang ditimbulkan oleh perbuatan yang

bersangkutan.

Pengertian bahwa korporasi adalah kesatuan dalam pencapaian tujuan, membuatnya

kriminogen secara inhern. Sebab utamanya adalah karena upaya mencapai tujuan

tersebut dilaksanakan dalam lingkungan yang tidak pasti dan tidak dapat diperkirakan

dengan akurat, sementara kesempatan yang diberikan oleh hukum seringkali terbatas
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dan mengikat. Konsekuensi dari itu, para eksekutif melihat pada alternatif lain,

termasuk penghindaran dan pelanggaran hukum, serta berusaha mencapai alternatif

tersebut karena dinilai lebih unggul dibanding alternatif lain yang jelas sah menurut

hukum dan sebenarnya dapat digunakan.

C. Penyertaan dalam Tindak Pidana

Penyertaan (deelneming) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari

satu orang. Sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang

tersangkut dalam tindak pidana tersebut (Loebby Loqman, 1995 : 59).

1. Pelaku

Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:

a. Yang melakukan

b. Yang menyuruh melakukan

c. Yang turut melakukan

d. Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan

e. Yang membantu melakukan

Penyertaan diatur didalam Pasal 55, 56, dan 57 KUHP.

Dalam Pasal 55 KUHP bahwa klasifikasi pelaku adalah :

a. Mereka yang melakukan

Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak

pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana.

Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka
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yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut

serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.

b. Mereka yang menyuruh melakukan

Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tundak pidana, akan tetapi ia tidak

melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam

penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang

menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas

peristiwa pidana karena perintahnyalah terjadi suatu tindak pidana.

c. Mereka yang turut serta

Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam

bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

a) Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada

kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak

pidana.

b) Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

c) Setiap peserta pada turut melakukan diancam dengan pidana yang sama.

d. Mereka yang menggerakkan/ menganjurkan/ membujuk

Yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi

tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk

melaksanakan niatnya itu.

Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana:

a) Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
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b) Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam Pasal 55 ayat (1) butir

ke-2 KUHP : pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh

kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat,

keterangan.

c) Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan

dengan upaya-upaya dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.

d) Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya.

e) Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

(Loebby Loqman, 1995 : 61)

Klasifikasi menurut Pasal 56 dan 57 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan

adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana.

Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang

membantu terlaksananya tindak pidana itu.

2. Pembantuan

Dalam pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana.

Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada

orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu. Hal ini diatur dalam

Pasal 56 KUHP, yang menyebutkan:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan kejahatan:

1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang

dilakukan.
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2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan

untuk melakukan kejahatan.

Mengenai hal membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana. Hal ini dipertegas

dalam Pasal 60 KUHP. Membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana karena

dianggap demikian kecil kepentingan hukum yang dilanggar.

Melihat Pasal 56 diatas, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu

diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain:

a. Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis

bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang

membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana.

b. Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan

dibatasi yaitu kesempatan, sarana, dan keterangan.

Tentang pertanggungjawaban pembantu termasuk ancaman pidananya termuat dalam

Pasal 57 KUHP yang menyatakan:

1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan

dikurangi sepertiga.

2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,

dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
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4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya

perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-

akibatnya.

Pertanggungjawaban pembantu dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang

dibantunya saja. Apabila dalam suatu peristiwa ternyata terjadi tindak pidana yang

berlebih, maka tindak pidana yang lebih tersebut bukan merupakan tanggung jawab

pembantu. Kecuali tindak pidana yang timbul tersebut merupakan akibat logis dari

perbuatan yang dibantunya.

Perbedaan antara pembantuan dan turut serta, terdapat tiga teori, antara lain:

a. Teori Obyektif (de obyectieve deelnenings theorie)

Untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan

yang merupakan obyek tindak pidana. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang

menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka

orang tersebut melakukan dalam bentuk “turut serta”. Sedangkan apabila orang

tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan

“pembantuan” (Loebby Loqman, 1995 : 70).

b. Teori Subyektif (de subyectieve deelnemings theorie)

Dasar teori ini adalah niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Di dalam “turut

serta” pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana.

Sedangkan dalam “pembantuan” kehendak ditujukan kearah “memberi bantuan”

kepada orang yang melakukan tindak pidana (Loebby Loqman, 1995 : 70).



29

Disamping perbedaan kehendak, dalam “turut serta” pelaku mempunyai tujuan yang

berdiri sendiri. Apakah ia dibantu atau tidak tetap dia mempunyai tujuan melakukan

tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” tidak mempunyai tujuan yang berdiri

sendiri. Artinya tujuan disandarkan kepada tujuan sipelaku utama. Artinya

“pembantu” hanya memberikan bantuan apabila ia mengetahui ada orang lain yang

akan melakukan tindak pidana.

Dalam hal kepentingan, peserta dalam “turut serta” mempunyai kepentingan dalam

tindak pidana, sedangkan “pembantuan” kepentingannya tidak langsung terhadap

terjadinya tindak pidana itu, tetapi terbatas atas bantuan yang diberikan.

c. Teori Gabungan (verenigings theorie)

Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Karena delik formil

melarang perbuatan seseorang. Sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif.

Dalam delik materil digunakan teori subyektif. Karena lebih melihat akibat yang

dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subyektif dapat dilihat

kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta (Loebby Loqman, 1995 :

70).

Dalam membedakan antara “turut serta” dengan “pembantuan” di dalam praktek

sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk “turut serta” yakni

terdapat kesadaran kerja sama dan kerja sama itu secara fisik. Apabila memang

memenuhi syarat tersebut maka peserta itu diklasifikasikan sebagai “turut serta”.
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Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai

“pembantuan”.

Perbedaan antara “pembantuan” dengan “menggerakkan”, dapat dibedakan melalui

kehendak dari pelaku. Dalam bentuk “penggerakkan” kehendak untuk melakukan

tindak pidana baru timbul setelah ada daya upaya dari orang yang menggerakkan.

Jadi dimulai oleh penggerak dengan memberi daya upaya, barulah orang yang dapat

digerakkan mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal

“pembantuan”, dimana dari semula dalam diri pelaku sudah ada kehendak untuk

melakukan tindak pidana. Pembantuan baru kemudian diberikan yang dapat berupa

sarana, kesempatan dan keterangan.

Pembantuan pasif (passieve medeplichttigheid) bahwa terjadinya delik disebabkan

atas kewajiban yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Artinya orang yang dianggap

membantu terdapat kewajiban, dan kewajiban itu diabaikannya sehingga timbul

tindak pidana. Terdapat pula pembantuan pasif yang dianggap sebagai delik yang

berdiri sendiri, misalnya terdapat dalam Pasal 110 ayat (2) KUHP yang menyatakan

“pidana yang sama dijatuhkan terhadap orang yang dengan maksud hendak

menyediakan atau memudahkan salah satu kejahatan yang disebut dalam Pasal 104,

106, dan 108,…. dst”. Dengan mempermudah terjadinya tindak pidana yang

disebutkan diatas, berarti telah dianggap membantu meskipun secara pasif. Dan

menurut Pasal 110 KUHP diatas dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri dan

diancam dengan pelaku pokoknya.
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Saksi mahkota juga erat kaitannya dengan penyertaan. Hal ini disebabkan “saksi

mahkota” adalah kesaksian seseorang yang sama-sama terdakwa. Dengan kata lain,

saksi mahkota terjadi apabila terdapat beberapa orang terdakwa dalam suatu peristiwa

tindak pidana. Dimana terdakwa akan menjadi saksi terhadap teman pesertanya,

sebalikanya, gilirannya terdakwa yang lain menjadi saksi untuk teman peserta lainnya

(Loebby Loqman, 1995 : 72).

D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kamus Umum Bahasa Indonesia, mendefinisikan kata korupsi sebagai perbuatan

yang buruk, seperti penggelapan uang penerimaan uang suap dan sebagainya

(Poerwadarminta, 1984 : 524). Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu

corruptio atau corruptus yang berarti menyuap. Dan selanjutnya dikatakan bahwa

corruptio itu berasal dari kata asal corrumpere yang berarti merusak (Fockema

Andreae, 2007 : 4). Dari bahasa latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa

lainnya seperti Inggris, Perancis dan Belanda. Menurut Jur Andi Hamzah, kata

korupsi dalam bahasa Indonesia adalah turunan dari Bahasa Belanda yaitu corruptie

(korruptie) yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat

disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang

menghina atau menfitnah (Andi Hamzah, 2007 : 4).

Istilah korupsi pada awalnya bersifat umum, namun kemudian menjadi istilah hukum

sejak dirumuskannya Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang

Pemberantasan Korupsi. Dalam konsiderans peraturan tersebut dikatakan antara lain
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bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas dalam

perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara

yang oleh khalayak dinamakan korupsi perlu segera menetapkan sesuatu tata cara

kerja untuk dapat menerobos kemacetan usaha memberantas korupsi dan seterusnya

(Sudarto, 1986 : 33).

Berdasarkan konsideran peraturan tersebut, korupsi memiliki dua unsur: pertama,

perbuatan yang berakibat pada kerugian perekonomian negara. Kedua, perbuatan

yang berbentuk penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan tertentu

(Koeswadji, 1994 : 33).

Kajian ilmu pengetahuan, korupsi merupakan objek hukum yang pada konteks di

Indonesia dikategorikan sebagai salah satu delik kasus di luar KUHP dan pada saat

ini telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun

1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Dalam Pasal 2

ayat (1) UU PTPK, disebutkan bahwa: Setiap orang baik penjabat pemerintah

maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memeperkaya diri

sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling

sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah).
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Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, menghendaki agar yang disebut sebagai

pelaku tindak pidana korupsi adalah ”setiap orang”. Istilah ”setiap orang” dalam

konteks hukum pidana harus dipahami sebagai orang perorangan (Persoonlijkheid)

dan badan hukum (Rechtspersoon) untuk konteks UU No. 20 Tahun 2001, para

koruptor itu bisa juga korporasi (lembaga yang berbadan hukum maupun lembaga

yang bukan berbadan hukum) atau siapa saja, entah itu pegawai negeri, tentara,

masyarakat, pengusaha dan sebagainya asal memenuhi unsur-unsur yang terkandung

dalam pasal ini.

E. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Money laudering sering juga diterjemahkan dengan istilah “pemutihan uang” atau

“pencucian uang”. Hal ini adalah terjemahan yang wajar mengingat kata “launder”

yang berarti cucian. Uang yang diputihkan atau dicuci tersebut adalah uang dari hasil

kejahatan, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang tadi

tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan dan telah menjadi uang seperti

uang-uang bersih lainnya. Untuk itu, yang utama dilakukan dalam kejahatan money

laundering adalah menghilangkan atau menghapuskan jejak dan asal-usul uang

tersebut. Dengan proses kegiatan money laundering ini, uang yang semula merupakan

uang haram diproses, sehingga menghasilkan uang bersih atau uang halal. Dalam

proses ini, uang tersebut disalurkan melalui jalan “penyesatan” (M. Arif Amirullah,

2003 : 6).
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Pencucian uang adalah suatu tindakan dari seseorang pemilik guna menghasilkan

uangnya dengan cara menginvestasikan atau menyimpannya di lembaga keuangan,

tindakan tersebut dikarenakan uangnya merupakan hasil dari suatu tindakan yang

melanggar hukum. Definisi lain yang pernah diberikan terhadap money laundering

adalah sebagai suatu investasi uang atau transaksi uang yang berasal dari kejahatan

terorganisasi, transaksi tidak sah di bidang narkotika, dan sumber-sumber tidak sah

lainnya, dengan tujuan agar uang tersebut berjalan melalui saluran-saluran yang sah,

sehingga sumber aslinya tidak dapat dilacak kembali. Jadi, merupakan penghapusan

jejak jika ada yang menelusuri sumber asal uang yang tidak sah tersebut (M. Arif

Amirullah, 2003 : 10). Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang

bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta

kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, tindak pidana yang menjadi

pemicu terjadinya tindak pidana pemcucian uang, meliputi korupsi, penyuapan,

penyelundupan barang atau tenaga kerja atau imigran, perbankan, narkotika,

psikotropika, perdagangan budak atau wanita atau anak atau senjata gelap,

penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem

keuangan maupun perekonomian secara keseluruan. Tindak pidana pencucian uang

merupakan tindak pidana multi dimensi dan bersifat transnasional yang seringkali

melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Sementara itu dari segi hukum pidana,
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maka yang dimaksud dengan tindak pidana money laundering adalah usaha untuk

menyimpan uang di tempat lain, mengalihkan uang atau menitipkannya,

menghadiahkan, menginvestasikan atau menarik keuntungan dari hasil yang

sepatutnya harus diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana narkotika

atau tindak pidana lainnya.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 memberikan pengertian tentang

pencucian uang, yaitu sebagai berikut :

“Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan,
membelanjakan,menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar
negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk
menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-
olah menjadi harta kekayaan yang sah.”

Berdasarkan beberapa penjabaran pengertian uang, yaitu Sutan Remy Syahdeini

(2004 : 97), pengertian pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan

proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu

uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau

menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang

melakukan tindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang

tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat

dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal.
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F. Pertimbangan Dalam Putusan Hakim

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara

tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi UU No. 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya

Negara Hukum Republik Indonesia.

Penjatuhan putusan tersebut hakim harus memiliki pertimbangan, dimana

pertimbangan tersebut merupakan bagian dari setiap putusan, ditegaskan dalam Pasal

19 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam sidang

permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat

tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan dasar atau landasan bagi

hakim untuk menentukan keyakinan hakim itu sendiri dalam menentukan kesalahan

terdakwa dan pembuktian dalam proses persidangan, pembuktian memiliki asas

minimum pembuktian yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai cukup

tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa, dipertegas

dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan

pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
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terdakwalah yang melakukannya. Dapat disimpulkan pidana baru dapat dijatuhkan

kepada seseorang apabila terdakwa terbukti bersalah dengan dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan Pasal 172 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 yang termasuk alat bukti yang

sah antara lain :

1) Keterangan saksi.

2) Keterangan ahli.

3) Surat.

4) Petunjuk.

5) Keterangan terdakwa.

Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat

ringannya penjatuhan hukuman atau sentencing (straftoemeting), dalam istilah

Indonesia disebut “ pemidanaan ”. Di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika

Serikat, yang sistem pemerintahannya telah maju atau berkembang pesat telah

dikembangkan beberapa dasar alasan pemidanaan. Berat ringannya pidana yang

dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi

dilandasi keadaan objektif yang diperdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial

terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan

menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan tingkat

pendidikan terdakwa atau terpidana. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil

penelusuran riwayat hidup terdakwa, yayasan tempat terdakwa pernah dirawat, teman

dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya.
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Tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan motivasi

melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan,

misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin

dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena

keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Juga perlu diperhatikan

laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada

dalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai

faktor menentukan pemidanaan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28 UU No. 48

tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam

mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat

yang baik dan jahat dari terdakwa.


